
TUGAS DAN FUNSI BADAN PUBLIK 

 

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

 

Istilah 'Badan Publik' digunakan dalam Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008) yang mengatur hak dan kewajiban 

Badan Publik dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat, 

termasuk sanksi bagi badan publik apabila tidak memberikan informasi tersebut 

sesuai aturan. Dalam peraturan undang-undang lain seperti Undang-Undang 

Pelayanan Publik, istilah yang digunakan yaitu 'penyelenggara pelayanan publik' 

Sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 : 

 

Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 14 

(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam: 

a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan 

informasi; 

b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 

c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 

d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; 

e. Pengujian Konsekuensi; 

f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; 

g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu 

Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan 



h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk 

memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 


